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Abstrak 

Dalam terminologi hukum Belanda, istilah strafbaarfeit terdiri dari dua komponen: strafbaar dan 

feit. Kata feit merujuk pada suatu kejadian atau fakta, sementara strafbaar berarti dapat dikenakan 

sanksi pidana. Dengan demikian, strafbaarfeit secara harfiah dapat diartikan sebagai fakta yang 

dapat dikenakan sanksi pidana. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan korupsi (berasal dari bahasa 

Latin: corruptio = penyuapan; corruptore = merusak)  fenomena di mana pejabat publik atau 

institusi negara menyalahgunakan wewenang seperti penyuapan, pemalsuan, dan penyimpangan 

lainnya. Secara etimologis korupsi menyiratkan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jaksa 

merupakan pejabat fungsional yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk bertindak sebagai 

penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta 

memiliki kewenangan, tugas, fungsi, sesuai ketentuan undang-undang kejaksaan. Pengelolaan 

keuangan negara memegang peranan krusial dalam pembangunan suatu bangsa, serta secara 

signifikan menentukan keberlangsungan perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. Definisi keuangan negara tidak terbatas pada aset moneter semata, melainkan mencakup 

seluruh bentuk sumber daya yang memiliki nilai finansial terukur karena keuangan negara adalah 

urat nadi suatu negara. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Peran Jaksa, Keuangan Negara. 

 

Abstract 
In Dutch legal terminology, the term strafbaarfeit consists of two components: strafbaar and feit. 

The word feit refers to an event or fact, while strafbaar means that it can be subject to criminal 

sanctions. Thus, strafbaarfeit can literally be interpreted as a fact that can be subject to criminal 

sanctions. The Indonesian Encyclopedia defines corruption (derived from Latin: corruptio = 

bribery; corruptore = destructive) a phenomenon in which public officials or state institutions 

abuse authority such as bribery, forgery, and other irregularities. Etymologically, corruption 

implies something rotten, evil, and destructive. The prosecutor is a functional official who is 

mandated by law to act as a public prosecutor and implement court decisions that have permanent 

legal force, and have authority, duties, and functions, in accordance with the provisions of the 

prosecutor's law. State financial management plays a crucial role in the development of a nation, 

and significantly determines the sustainability of the economy both in the short and long term. The 

definition of state finance is not limited to monetary assets alone, but includes all forms of 

resources that have measurable financial value because state finance is the lifeblood of a country. 

Keywords : Corruption Crimes, Role Of Prosecutors, State Finance. 
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sehingga penulis tertarik membahas peran jaksa sebagai penuntut umum dalam 

pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana 

korupsi yang sering di dengar di kalangan masyarakat adalah hal yang merugikan 

keuangaan negara yang dilakuakan oleh pejabat dengan tujuan ingin memperkaya diri 

sendiri. Secara etimologis, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang tercela, buruk, dan 

destruktif.  
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Apalagi semakin lama, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai melibatkan 

para penyelenggara negara dengan para pengusaha2. Dalam sudut pandang hukum, tindak 

pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, 

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana, memperkaya diri sendiri dan orang lain, 

atau korporasi, dan merugikan dan perekonomian negara3.  
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hukum yang dirancang untuk malindungi dirinya sendiri, yang dikenal dengan peradilan 

pidana yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, sistem ini bergantung pada subsistem, 

termasuk komponen sosial, politik, dan pendidikan4.  
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n. Pada intinya jaksa mempunyai peran vital dalam menegakkan hukum, 

kejaksaan juga memiliki ruang untuk melakukan peengembangan hukum dalam upaya 

menemukan formulasi yang lebih tepat bagi pengembangan praktik hukum di masa depan5. 
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4. Pengelulalraln daleralh 

5. Paljalk bulmi balngulnaln yalng di pulngult oleh pemerintalh 
 

1 Evi Hartati, S.H. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.5-9 
2 Rustan. Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Asset Recoveri) Dalam Tindak Pidana 

Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Dimensi, Vol.6, No.2, Agusts 2017, hlm.21 
3 Fajri Kurniawan Muhammad Syahmmakh Daffa Alghazali, Afdhal Fadhila. Determinasi Upaya Pemulihan 

Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhdap Perampasan Aset Tidak Pidana Korupsi. 

Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7, (Juli 2022), hlm.568 
4 Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora. Peranan penting Jaksa Penuntut Umum Mengenai Kasus Tindak 

Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). Jurnal Media 

Informatik (JUMIN), Vol,6. No,2. Edisi Januari-April, hlm.1094, 

http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin. 
5 Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho. Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol.22, No,2. Juni 2025, hlm.337,  
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6. Kekalyalaln negalral berulpal ulalng, sulralt berhalrgal, piultalg, sertal halk-halk lalin yalng dalpalt 

dinilali dengaln ulalng yalng di Kelolal sendiri altalul pihalk lalin termalsulk kekalyalaln yalng 

di pisalhkaln dallalm Perulsalhalaln negalral daln daleralh. 

7. Kekalyalaln pihalk lalin yalng di kulalsali pemerintalh dallalm mendulkulng progralm 

pemerintalh 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi. 
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keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada 

terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang 
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pengadilan8. 
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a. Melalksalnalkaln penulntultaln pidalnal ulmulm daln tindalk pidalnal khulsuls. 

b. Melalksalnalkaln pultulsaln pengaldilaln (Ingkralh). 

c. Mengalwalsi penetalpaln pidalnal pengalwalsaln, pidalnal bersyalralt, daln penetalpaln 

pembebalsaln bersyalralt. 

d. Melalksalnalkaln penyidikaln tindalk pidalnal tertentul sesulali dengaln peraltulraln perulndalng-

ulndalngaln. 

 
6 Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho. Constitutional Guarantees Towards The Priciples of Freedom 

and Independence of The Prosecutor’s Office In The Exercise of State Power. Arena Hukum, Vol,18. 

No,2. (August), 2025, hlm.203, http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena.  
7 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Hkum Acara Pidana (KUHAP) 
8 Yayan Indriana. Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Cepalo, 

Vol.2, No.2, Juni-Desember 2018, hlm.122,http://Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo. 
9 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan 

http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena
http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
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e. Pengulmpullaln daltal bermalsallalh yalng jelals alkaln diselesalikaln daln pengulralngaln lebih 

lalnjult dalpalt dilalkulkaln sebelulm diseralhkaln ke pengaldilaln, sebulalh proses yalng alkaln 

dialtulr oleh otoritals setempalt.  
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10 Pasal 2 Ayat (1), pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
11 Malrpalulng, Leden. Tindalk Pidalnal Korulpsi  Pembalralntalsaln daln Pencegalhalnnyan.. Djalmbaltaln Vol.5 

No.3 (2009), hlm.13         
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selama proses persidangan 12 . Sebelum dibawa kepengadilan, jaksa selaku penuntut 

umum berwenang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap hasil penyidikan yang 

kurang lengkap, terutama perkara yang sulit dibuktikan, mengancam ekonomi 

masyarakat, dan membahayakan negara13. 
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2. Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan 

negara karena tindak pidana korupsi. 
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12 Abraham Aprilio Parlindungan Siregar, Janpatar Simamora. Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: 

Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana. Formosa Jurnal Of 

Applied Sciences (FJAS) Vol.4, No.7, 2025, hlm.2025 
13 Ekel Tuahta Ginting, Janpatar Simamora, Peranan kejaksaan Dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika 

di Kejaksaan Negeri Kota Binjai . HELIUM- Journal Of Health Education law information and 

Humanities, Vol,2. No,1. Februari 2025, hlm.862. 
14 Pasal 184 atay (1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
15 Harun Alrasyid. Pengertian “Keuangan Negara”. Hukum dan Pengembangan, No.2 April 1995, hlm.131 
16 Abdul Fatah, Yoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Kerugian 

Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Diponegoro Law Journal, Vol.6, 

No.1, Tahun 2017, hlm.9, http://www.journal-s1.undip.ac.id/index.php/drl. 
17 Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

http://www.journal-s1.undip.ac.id/index.php/drl
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terdalkwal ditulntult ulntulk dijaltulhi hulkulmaln altalul dibebalskaln dalri selulrulh tulntultaln. 
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terdalkwal dalpalt membalntalh alrgulmen yalng dialjulkaln oleh Jalksal Penulntult ULmulm 
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18 Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
19 Muhammad Hariyo Ramadhan, Aldino Gilang Pratama, Darsono Hasharudin, Hery Hermawan. Peran 

Jaksa Dalam Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tidak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmu Hukum, 

Vol.1, No.1, Agustus 2022, hlm.26, http://www.consensus.stihpada.ac.id/e-issn:2962-2395. 
20 Immaln Yulnuls Sitinjak. Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakam Hukum. 

Jurnal Ilmialh Maksitek,Vol.3 No.3,2018, hlm.126 
21 Pasal 182 Ayat (1) hufuf (a) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
22 Huriyatul Akmal, Yogi Eka Syaputra. Analisis Tingkat Tingkat Literasi Keuangan. JEBI (Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Islam), Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm.2, 1-10. 
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